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Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Di 
Baitul Ma>l Wa At Tamwi>l Unit Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu 
Bangkalan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana 
Praktik pembiayaan di Baitul Ma>l Wa At Tamwi>l Unit Gabungan Terpadu Sidogiri 
Cabang Pembantu Bangkalan? 2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap 
praktik pembiayaan di Baitul Ma>l Wa At Tamwi>l Unit Gabungan Terpadu Sidogiri 
Cabang Pembantu Bangkalan? 
 
Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Baitul Ma>l Wa 
At Tamwi>l Unit Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan.  Data 
penelitian dihimpun melalui wawancara, selanjutnya dianalisis menggunakan 
metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu pola pikir yang 
berpijak pada teori Hukum Islam yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta 
dalam praktik pembiayaan di Baitul Ma>l Wa At Tamwi>l Unit Gabungan Terpadu 
Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan.  
 
Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, yang pertama praktik pembiayaan di 
Baitul Ma>l Wa At Tamwi>l Unit Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu 
Bangkalan dalam hal objek akad tidak ada. Selain itu pihak Baitul Ma>l Wa At 
Tamwi>l Unit Gabungan Terpadu Sidogiri dalam pengaplikasian akad tidak sesuai 
dengan akad yang seharusnya dipakai oleh pihak Baitul Ma>l Wa At Tamwi>l Unit 
Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan. Kedua menurut Hukum 
Islam penulis menyimpulkan bahwa praktik pembiayaan tidak sah karena tidak 
terpenuhi syarat dan rukun yaitu objek tidak sesuai ketentuan yang sudah 
ditetapkan oleh pihak Baitul Ma>l Wa At Tamwi>l. Dan jika dianalisis menggunakan 
Fatwa D\SN  MUI No 27 Tahun 2002, penulis menyimpulkan bahwa Fatwa 
tersebut tidak tepat digunakan sebagai acuan Baitul Ma>l Wa At Tamwi>l Unit 
Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan dalam praktik 
pembiayaan bay‘ bithasaman a>jil. 
 
Adapun saran bagi pihak Baitul Ma>l Wa At Tamwi>l Unit Gabungan Terpadu 
Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan yaitu diharapkan dapat mengaplikasikan 
akad sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam praktik pembiayaan di 
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A. Latar Belakang  
Islam merupakan agama yang rahmat bagi seluruh dunia, Islam 
juga mampu membawa umat kepada jalan kebeneran. Oleh sebab itu 
Islam selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menjalani 
kehidupannya, dengan menuntun serta memberikan petunjuk terhadap 
setiap penganutnya. Selain mengajarkan hubungan manusia dengan 
Tuhannya (habbluminallah), agama Islam juga mengajari umatnya dengan 
baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia (habluminannas), terlebih 
interaksi dalam bidang perekonomian yang hampir tidak pernah lepas dari 
aktivitas manusia. Disisi lain, Islam tidak hanya dipandang sebagai 
sebuah sistem hidup (manha>j al-h}a>yah). Khususnya dalam bidang 




Islam merupakan the comprehensive way of life bagi setiap 
muslim. Ajaran-ajarannya yang bersifat universal ditujukan kepada 
seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek 
                                                 
1
Yulizar D Sanrego Falsafah Ekonomi Islam, ( Jakarta : Krya Abadi, 2014), xvii. 

































ekonomi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertebaran di muka 
bumi dalam rangka mencari karunia Allah.
2
 
Islam datang dengan membawa hukum yang Ra>hmatan lil al-
a>lami>n. Hukum islam dalam penerapannya terdapat lima kategori. 
Pertama, Hukum privat seperti hukum nikah, cerai waqaf, dan sodaqah. 
Kedua, aturan masalah ekonomi seperti perbankan dan bisnis lainnya. 
Ketiga,  praktik keagamaan dalam arena publik. Keempat, kriminal Islam. 
Kelima, menggunakan Islam sebagai dasar negara.3 
Syariah terdiri dari atas bidang muamalah (sosial) dan bidang 
Ibadah. Muamalah inilah yang menjadi objek paling luas yang harus di 
gali manusia dari masa ke masa, karena seiring dengan perkembangan 
kebutuhan hidup manusia akan senantiasa berubah.
4Muamalah tidak 
membedakan seorang muslim dengan non muslim. Pada dasarnya 
kegiatan bermuamalah dalam agama Islam bukan ajaran yang kaku, 
namun agama Islam merupakan ajaran yang fleksibel dan elastis selama 
tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah. Manusia dalam 
kehidupan bermasyarakat membutuhkan kerjasama dan pertolongan orang 
lain. Dalam kerjasama terdapat unsur take and give yaitu membantu dan 
dibantu. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2 : 
                                                 
2
Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta : Gajah Mada 
University,2007),6-7 
3
MKD UIN Sunan Ampel Studi Hukum Islam (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2013)55-56 
4
Eko Suprayitno Ekonomi Islam (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005),1 

































ِيِدَش َهَّللا َّنِا َللها اِوُقَّتاَو ِناَوِدُعلاَو ِمْثِلاا يَلَع ِوُنَواَعَتَلاَو ىَوْقَّتلاَو ّرِبلا يَلَع ِوُنَو اَعَتَو اُد
 ِباَقِعل 
Artinya : ‚Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 
dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.‛ (Q.S Al-Maidah, 
2).
5 
Tolong menolong dalam bermuamalah tidak bisa ditinggalkan 
karena dapat memudahkan jalan perekonomian. Ketika menjalankan 
ekonomi Islam yang bersifat uluhiyyah dan rabaniyyah, seseorang harus 
berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Syari’at (Allah), 
melalui syariat-Nya.
6
 Seperti kaidah Fiqh,  
َأِمِيِرِحَّتلا يَلَع ُليِلَّدلْا َّلُدَي يَّتَح ةَحاّبِلإْا ِءاَيِشَلأأ يِف ُلِصَلأ  
Artinya : ‚Segala sesuatu (dalam hal bermuamalah) boleh dilakukan, 
sampai ada dalil yang mengharamkan.‛ 
Segala aktivitas dalam ekonomi Islam yang membawa 
kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya yaitu boleh dilakukan. 
Aktivitas dalam ekonomi Islam adalah jula beli. Berkembangnya 
lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini merupakan tanda bahwa 
perekonomian maju seperti adanya Baitul Ma>l Wa At Tamwi>l (BMT). 
Lembaga keuangan mikro kecil dalam konteks Islam ini yang 
tampil dalam bentuk BMT secara empiris lembaga ini menunjukkan 
                                                 
5
Kementrian Agama Republik Indonesia AlQuran Tafsirnya (Jakarta : Widya Cahaya, 2011),349  
6
Ika yunia Fauia dan Abdul Kadir riyadi Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-
Syariah (Jakarta : Kencana, 2014),10-11 

































fungsi dan peran penting dalam menerangi kemiskinan. Menghilangkan 




BMT mempunyai peran penting dalam membantu usaha-usaha 
kecil yang tidak bisa dijangkau oleh lembaga-lembaga Bank Syariah. 
Pada prinsipnya mekanisme yang ada di BMT tidak jauh bebeda dengan 




Lembaga keuangan non bank Baitul Ma>l Wa At Tamwi>l yang 
selanjutnya disebut BMT  seperti halnya lembaga keuangan lainnya yang 
mempunyai usaha pokok menghimpun dana, memberikan pinjaman, dan 
jasa. Dana dari anggota akan disimpan dalam bentuk tabungan, investasi 
yang kemudian dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat 
dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman atau pembiayaan. Salah satu 
lembaga keuangan non bank yang memberikan fasilitas pinjaman atau 
pembiayaan adalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan.  
Kehadiran BMT UGT Sidogiri dilatarbelakangi oleh rasa 
keprihatinan para ustad alumni Sidogiri yang masuk dalam pengurus 
Urusan Guru Tugas (UGT) akan merebaknya praktik riba yang terjadi 
disekitar pondok pesantren Sidogiri. Maka dari itu, BMT Usaha 
Gabungan Terpadu Sidogiri melakukan penghimpunan danan dan juga 
                                                 
7
Muhammad Lembaga Keuangan Mikro syariah (Jakarta: Graha Ilmu, 2009),28 
8
Jamal Lulail Yunus Manajemen Bank Syariah (Malang: UIN-Malang Press,2009),109-110 

































penyaluran dana. Pada sisi penghimpunan dana, BMT menghimpun dana 
dari anggota dengan akad : 
1. wadi>‘ah, 
2. mud{a>rabah umum,  
3. deposito,  
4. qira>d} atau pun qard}. 
Pada sisi penyaluran dana, BMT UGT Sidogiri melakukan 
transaksi pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil yaitu : 
1. akad mud}a>rabah; dan  
2. musya>rakah, 
sedangkan pada sistem jual beli yaitu : 
1. mura>bah}ah,  
2. bay‘ bithaman a>jil maupun; dan  
3. sistem nirlaba yaitu qard} h}asan (sosial). 
Bay‘ Bithaman Aj>il merupakan  salah satu produk pembiayaan 
yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. Bay‘ bithaman a>jil 
merupakan varian dari konsep mura>bah}ah, dimana nasabah atau anggota 
diizinkan untuk menunda penyelesaian pembayaran untuk barang yang 




                                                 
9
Sudin Haron, Norafifah Ahmad and Sandra L. Planisek, Bank Patronage Factors of Muslim and 
Non-Muslim Customer, International Journal Of Bank Marketing Vol. 12 No. 1 PP. 32-40 
(Malaysia: MBC University Press, 32) diakses tanggal 6 november 2018 

































Bay‘ bithaman a>jil yang selanjutnya disebut BBA pada dasarnya 
adalah bentuk kontrak penjualan yang memberikan pembeli manfaat dari 
pembayaraan ditangguhkan,  dimana harga yang ditangguhkan dari objek 
penjualan tersebut membawa keuntungan. Bay‘ bithsamana a>jil ini 
merupakan perpanjangan dari kontrak mura>bah}ah (biaya ditambah), 
dimana komoditas yang dipertukarkan adalah ‚disampaikan‛ segera tetapi 
harga jual (dengan laba) dibayar secara angsuran dalam jangka waktu 
lama (mura>bah}ah itu sendiri umumnya untuk jangka pendek). Sementara 
BBA untuk jangka panjang dan secara luas digunakan di Malaysia, 
Indonesia, Brunei dan beberapa negara lain. 
10
 
Mura>bah}ah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan 
pembeli. Sedangkan bay‘ bithaman a>jil  merupakan akad jual beli dan 
bukan merupakan pemberian pinjaman. Jual beli BBA adalah jual belu 
yang ditangguhkan dan bukan jual beli spot (bay‘ = jual beli, Tsaman = 
harga, Ajil = penangguhan) sehingga BBA termasuk dalam kategori 
perdagangan dan perniagaan yang diperbolehkan oleh syariah. Oleh 
karena itu, keuntungan dari jual beli dari BBA halal, sedangkan 




                                                 
10
Ahamed Kameel Mydin Meera & Dzuljastri Abdul Razak, Islamic Home Financing through 
Musharakah Mutanaqisah and al-Bay’ Bithaman Ajil Contracts: A Comparative Analysis, 
(Malaysia: Department of Businness Administration, 4) diakses tanggal 6 november 2018 
11
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 192 

































Lembaga keuangan syariah terdapat rukun dan syarat yang harus 
dipenuhi untuk melakukan suatu pembaiayaan. Adapun rukun dalam akad 
bay‘ bithaman a>jil yaitu :  
1. Dua pihak atau lebih yang melakukan akad  
Yang dimaksud disini adalah dua orang atau lebih yang secara 
langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan 
harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian 
atau akad tersebut  dianggap sah.
12
 
2. Objek akad (transaksi) 
Objek harus jelas, barang harus suci dan dapat diserahterimakan. 
3. Lafadz (s}ighat) akad  
Pengucapan akad itu merupakan ungkapan yang dilontarkan oleh 
orang yang berakad untuk menunjukkan keinginannya untuk 
mengesankan bahwa akad ini sudah berlangsung. Tentu saja 
ungkapan itu harus mengandung serah terima (ijab-kabul). 
4. Harga  
Harga jual beli dari bank merupakan harga jual beli ditambah margin 
dengan sistem pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah 
pihak dan tidak berubah selama perjanjian belum berakhir.  
                                                 
12
Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Islam (Jakarta; Darul Haq, 2001), 
27-29 

































Syarat dan rukun diatas merupakan hal yang harus dipenuhi pada 
pembiayaan bay‘  bithaman a>jil, BMT UGT Sidogiri merupakan salah 
satu yang menerapkan pembiayaan bay‘ bithaman a>jil. Bay‘ bithaman a>jil  
dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran 
kemudian (setelah akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam 
bentuk lumps um (sekaligus). 13 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan dalam pembiayaan bay‘ 
bithaman a>jil objek tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, 
seperti ada nasabah ingin hutang uang namun diaplikasikan ke 
pembiayaan bay‘ bithsaman a>jil dimana objek seharusnya berupa barang. 
Jika nasabah atau anggota ingin hutang uang maka menggunakan akad 
qard} dan disini terdapat ketidaksesuian akad yang digunakan oleh pihak 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. Selain itu, menurut pak Hosin 
selaku manager BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan Bangkalan 
menyatakan bahwasanya pengaplikasian bay‘ bithaman a>jil diterapkan 
seperti ija>rah muntahiya bit tamlik (IMBT).14 
  Berdasarkan Fatwa  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia Nomor 4/DSN-MUI/IV Tahun 2000 tentang mura>bah}ah, yaitu 
akad mura>bah}ah menurut Fatwa ini menjadi kebolehan untuk dilakukan 
selama tidak bertentangan dengn syari’at Islam, maka diperbolehkan. 
                                                 
13
Adiwarman A Karim Bank Islam Fiqih Keuangan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2016),115 
14
Wawancara dengan Pak Hosin selaku Manager tanggal 27 Oktober 2018 di BMT UGT Sidogiri. 

































Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 
menjelaskan bahwa objek dalam mura>bah}ah adalah berupa barang.15 
Dari uraian tersebut maka penulis akan menganilisis permasalahan 
yang terdapat pada BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan, yang mana 
objek tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan 
pengaplikasian yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Capem 
Bangkalan, maka penulis tertarik untuk menganilisis dari segi Hukum 
Islam. Maka penulis mengambil judul ‚Analisis Hukum Islam terhadap 
Praktik Pembiayaan di Baitul Ma>l Wa At Tamwi>l  Usaha Gabungan 
Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan.‛ 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis 
akan menjadikan acuhan penelitian yang akan dikaji sesuai dengan 
permasalahan yang ada, yaitu :  
1. Praktik Pembiayaan Bay‘ bithaman a>jil pada BMT UGT Sidogiri 
Capem Bangkalan  
2. Syarat dan rukun Pembiayaan Bay‘ bithaman a>jil di BMT UGT 
Sidogiri Capem Bangkalan  
3. Hukum pembiayaan Bay‘ bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri Capem 
Bangkalan  
                                                 
15
Fatwa DSN MUI tentang Murabahah, dalam https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah 
diakses pada 9 november 2018. 

































4. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembiayaan Bay‘ bithaman a>jil 
di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan 
5. Ketentuan berakhirnya Pembiayaan Bay’ bithaman a>jil di BMT UGT 
Sidogiri Capem Bangkalan  
6. Ketentuan margin pada pembiayaan Bay‘ bithaman a>jil di BMT UGT 
Sidogiri Capem Bangkalan  
7. Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Bay‘ bithaman a>jil di 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan 
8. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
Nomor 27 Tahun 2002 pada penerapan akad Bay‘ bithaman a>jil  di 
BMT  UGT Sidogiri Capem Bangkalan  
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka demi menghasilkan 
penelitian yang lebih fokus pada judul tersebut, penulis membatasi penelitian 
ini meliputi: 
1. Praktik pembiayaan bay‘ bithaman a>jil  di BMT UGT Sidogiri 
Capem Bangkalan 
2. Anaslisis Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan bay‘ bithaman 
a>jil di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan 
C. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana praktik pembiayaan bay‘ bithaman a>jil  di BMT UGT 
Sidogiri Capem Bangkalan? 

































2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan bay‘ 
bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan? 
D. Kajian Terdahulu  
Adanya penelitian yang dikaji oleh penulis tentang praktik bay’ 
bithaman ajil, penulis mencari gambaran penelitian yang berhubungan 
dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak 
terjadi pengulangan penelitian yang dilakukan terdahulu. Berdasarkan 
penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya antara lain :  
1. Skripsi berjudul ‚Pembiayaan Bay‘ Bithaman A>jil dan Pengaruhnya 
Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)oleh 
Arif Kurniawan pada tahun 2012.
16
 Dalam penelitian tesebut 
disimpulkan bahwa secara umum pembiayaan Bay‘ bithaman a>jil dan 
dengan adanya Bay‘ bithaman a>jil disini dapat membantu 
perkembangan usaha mikro kecil menegah (UMKM) akan tetapi 
terbatas pada modal yang dimiliki. Persamaan penelitian tersebut 
dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah mengenai 
pembahasan praktik  bay‘ bithaman a>jil. Sedangkan perbedaan 
terletak pada Analisis Hukum Islam sebagai analisis yang dipakai 
pada penelitian ini.  
                                                 
16
Arif Kurniawan, Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Cirebon (Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012) 

































2. Skripsi berjudul ‚Analisis Sistem Margin Keuntungan Pada 
Pembiayaan Bay‘ bithaman a>jil di BMT Dirgantara Pasar Kliwon 
Surakarta oleh Rukaya Ulvi tahun 2016.
17
Dalam penelitian tersebut 
disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh BMT 
Dirgantara Pasar Kliwon untuk bay‘ bithaman a>jil tidak diterapkan 
angsuran, tetapi setiap bulannya membayar bagi hasilnya saja dan 
pokok pembiayaan dibayar waktu selesai kontrak. Dalam mengatasi 
kendala pelaksanaan sistem bagi hasil perlu melakukan pembinaan 
terhadap anggota agar mengerti tentang konsep syraiah dengan secara 
bertahap. Pihak BMT Dirgantara Pasar Kliwon Surakarta juga bisa 
melakukan pendampingan secara langsung dalam pembukuan usaha 
agar laba yang diperoleh dapat dilihat secara jelas rinciannya. Dalam 
kaitannya dengan pemahaman akan bagi hasil harus jelas kesepakatan 
yang telah dicapai. Minimnya tenaga profesional yang mengerti 
konsep syariah maka dari itu perlu adanya pembinaan tidak hanya 
untuk anggota tetapi juga untuk pengurus dan karyawan. Persamaan 
penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah 
mengenai pembahasanpraktik  bay‘ bithaman a>jil. Sedangkan 
perbedaan terletak pada Analisis Hukum Islam sebagai analisis yang 
dipakai pada penelitian ini serta tempat BMT yang ingin diteliti. 
                                                 
17
Rukaya Ulvi, Analisis Sistem Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil di 
BMT Dirgantara Pasar Kliwon Surakarta, Surakarta (Skripsi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2016) 

































3. Skripsi yang berjudul ‚Analisis Prosedur Pembiayaan Akad Bay‘ 
bithaman a>jil (BBA) di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) 
BMT Rama Salatiga oleh Erli Susanti Tahun 2016.
18
 Dalam 
penelitian tersebut disimpulkan prosedur pembiayaan dapat dilakukan 
dengan pengajuan proposal untuk melakukan pembiayaan yang 
dilampirkan dokumen dokumen yang dipersyaratkan. Setelah 
dokumen lengkap maka akan dilakukan penyelidikan berkas dan 
penilaian kelayakan pembiayaan Setalah itu pihak BMT melakukan 
wawancara yang pertama dengan calon nasabah dan dilakukannya 
peninjuan kelokasi. Peninjuan lokasi disini sangat penting untuk 
memastikan bahwa obyek benar-benar ada dan sesuai dengan proposal 
yang diajukan. Setelah itu dilakukan wawancara kedua untuk 
memperbaiki berkas yang salah maupun untuk melengkapi berkas 
yang kurang lengkap. Setelah berkas sudah lengkap dan sudah 
memenuhi persyaratan yang ada maka akan dilakukan keputusan 
apakah pembiayaan tersebut benar-benar layak untuk diberikan atau 
tidak. Setelah dinyatakan layak untuk maka antara nasabah dan BMT 
melakukan penandatangan akad melalui notaris, dan akan 
direalisasikan pembiayaan tersebut setelah penandatangan kedua 
belah pihak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang 
diteliti oleh penulis adalah mengenai pembahasanpraktik  bay’ 
bithaman a>jil. Sedangkan perbedaan terletak pada Analisis Hukum 
                                                 
18
Erli SusantiAnalisis Prosedur Pembiayaan Akad Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) di Koperasi Simpan 
Pinjam Syariah (KSPS) BMT Rama Salatiga, Salatiga (Skripsi IAIN Salatiga, 2016) 

































Islam sebagai analisis yang dipakai pada penelitian ini serta tempat 
BMT yang ingin diteliti. 
3. Dari pemaparan keempat peneliti tersebut disimpulkan perbedaan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian 
sebelumnya yaitu yang pertama hukum yang digunakan, dimana 
peneliti disini menggunakan analisis Hukum Islam. Kedua, lebih 
mengacu pada prosedur dan pengaruh pembiayaan bay‘ bithaman a>jil 
sedangkan penulis lebih pada objek dan pengaplikasian yang 
digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. Ketiga, 
tempat penelitian, penulis disini mengambil pada BMT UGT Sidogiri 
Capem Bangkalan. Maka dalam penelitian ini penulis membahas 
tentang praktik pembiayaan bay‘ bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri 
Capem Bangkalan, yang terangkum dalam sebuah judul : ‚Analisis 
Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri 
Capem Bangkalan.‛ Judul yang diajukan oleh penulis belum pernah 
dibahas oleh orang lain, sehingga penulis tertarik untuk membahas 
masalah ini dalam sebuah Karya Ilmiah (skripsi).  
E. Tujuan Penelitian  
Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan bay‘ bithaman a>jil di BMT 
UGT Sidogiri Capem Bangkalan; 
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap praktik 
pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan 

































F. Kegunaan Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yang positif, 
baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum kegunaan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, 
yakni: 
1. Dari tinjauan teoritis  
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wawasan keilmuan dibidang hukum Islam, khususnya pada bidang 
Fiqih Muamalah. Dan juga dapat menambah pengetahuan tentang 
pembiayaan bay‘ bithsaman a>jil di BMT UGT Sidogiri Capem 
Bangkalan. Serta diharapkan menjadi bahan hipotesis bagi penelitian 
berikutnya.  
2. Dari segi praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai 
dengan prinsip hukum Islam bagi objek penelitian. Dan juga dapat 
dijadikan bahan untuk memperbaiki penerapan praktik  pembiayaan 
di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan, yang sesuai dengan prinsip 
hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional  Majelis Ulama 
Indonesia. 
 

































G. Definisi Operasional  
Untuk menghindari kesalahpahaman dan tidak menimbulkan 
penyimpangan arah penulisan didalam tugas akhir ini, maka istilah yang 
dimaksud dalam judul ‚Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan di 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan‛. Maka diperlukan adanya 
penjelasan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul diatas, sebagai 
berikut : 
1. Hukum Islam adalah ketentuan hukum yang bersumber dari al-Quran 
dan Hadits serta pendapat para ulama termasuk Fatwa DSN MUI No 
27 Tahun 2002 mengenai Ija>rah Muntahiya Bit Tamlik  dan 
mura>bah}ah. 
2. Fatwa DSN MUI Nomor 27 Tahun 2002 yaitu tentang Ija>rah 
Muntahiya Bit Tamlik  dimana fatwa ini menjadi acuan BMT UGT 
Sidogiri Capem Bangkalan dalam melakukan pembiayaan Bay‘ 
bithaman a>jil. 
3. Bay‘ bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan yaitu 
dilakukan pada produk pembiayaan. Bay‘ bithaman a>jil itu sendiri 
merupakan varian dari konsep mura>bah}ah. Pengaplikasian pembiayaan 
Bay‘ bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan ini 
menggunakan Ija>rah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT). 
Jadi yang dimaksud dengan judul ‚Analisis Hukum Islam 
Terhadap Praktik Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan‛ 
yaitu mengenai mekanisme pembiayaan bay‘ bithaman a>jil yang dalam 

































praktiknya di lapangan apakah sudah terlaksana dan sesuai dengan 
ketentuan Hukum Islam. 
H. Metode Penelitian  
Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu 
pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu 
dijadikan tradisi dalam kegiatan akademik. Penelitian dalam bahasa 
Inggris disebut research, adalah suatu aktivitas ‚pencarian kembali‛ pada 
kebenaran (truth).19 Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-
upaya untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di 
dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah 
yang dihadapi. Jadi suatu penelitian merupakan langkah sistematis dalam 
upaya untuk memecahkan masalah untuk mengambil keputusan. Untuk 
menguraikan permasalahn yang dibahas oleh penulis tentang analisis 
Hukum Islam terhadap pembiayaan bay’ bithaman ajil di BMT UGT 
Sidogiri Capem Bangkalan. Maka penulis menggunakan metode 
kualitatif, yang menggambarkan kata-kata baru dan menggambarkan 
subyek penelitian dalam keadaan sebenarnya. Selanjutnya untuk dapat 
memperoleh hasil yang baik, dan dapat memberikan deskripsi yang dapat 
dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan beberapa metode sebagai 
berikut :  
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Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010)19-20 

































1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan 
(field research) yaitu penelitian yang berlangsung dimasyarakat atau 
lapangan. Dimana peneliti dapat berpartisipasi secara langsung dalam 
penelitian skala sosial kecil dan mengamati fenomena-fenomena yang 
ada didalam budaya setempat.
20
 Maka dalam hal ini obyek 
penelitiannya adalah tentang pembiayaan Bay’ bithaman a>jil di BMT 
UGT Sidogiri Capem Bangkalan. 
2. Data Yang Dikumpulkan   
a. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 
1) Data tentang bagaimana cara terjadinya akad bay‘ 
bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan \ 
2) Data tentang praktik pembiayaan bay‘ bithaman a>jil di 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan  
3) Data nasabah yang pernah melakukan pembiayaan bay‘ 
bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkala 
4) Data tentang ketentuan Hukum Islam dan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No 27 Tahun 2002 terhadap praktik 
pembiayaan bay‘ bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri 
Capem Bangkalan, yang dalam hal ini akan digunakan 
untuk menganalisis praktik pembiayaan bay‘ bithaman a>jil 
di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.  
                                                 
20
Kris H Timotius, Pengantar Metodologi Penelitian ( Yogyakarta : ANDI,2017), 13 

































b. Data Sekunder  
Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah teori 
tentang mura>bah}ah, bay‘ bithasaman a>jil yang berasal dari buku, 
jurnal, artikel dan skripsi terdahulu.  
3. Sumber Data  
Data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, 
diantaranya: 
a. Sumber primer  
Sumber primer adalah sumber yang yang diperoleh oleh peneliti 
secara langsung sumber pertama yang ada di lapangan melalui 
penelitian.
21
 Maka narasumber yang dipilih untuk diwawancari 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Nasabah yang pernah melakukan pembiayaan bay‘ bithaman 
a>jil di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. 
2) Manager BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. 
b. Sumber  sekunder 
Sumber sekunder adalah sumber yang memberikan 
penjelasan terkait dengan sumber bahan primer, baik dari 
perpustakaan atau referensi atau laporan penelitian 
terdahulu.
22
Dimana sumber data sekunder inilah yang menjadi 
rujukan (penunjang) untuk melengkapi dan membantu dalam 
mengalisis data, seperti:  
                                                 
21
SaifuddinAzwar, MetodePenelitian(Yogyakarta: PustakaPelajar, 2003), 91 
22
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 138 

































1) Alqur’a>n dan Hadist.  
2) Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang mura>bah}ah 
3) Fatwa DSN MUI Nomor 27 Tahun 2002 tentang IMBT 
4) Muhammad Yazid, Fiqih Muamalah.  
5)  Oni Sahroni, Fikih Muamalah.  
6) Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. 
7) Abu Azam Al Hadi, Fiqih Muamalah Kontemporer.  
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 
wawancara yaitu bentuk komunikasi antara dua orang, 
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 
seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 
berdasarkan tujuan tertentu.
23
Metode ini dilakukan dalam rangka 
memperoleh data atau informasi dari seseorang yang pernah 
melakukan pembiayaan bay‘ bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri 
Capem Bangkalan. Dan melalui wawancara tersebut penulis 
berharap dapat memberikan informasi tambahan yang 
mendukung data utama yang telah diperoleh dari sumber primer. 
                                                 
23
Deddy Mulyana, Metodelogi Penelitian Kulaitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 
180. 


































Pada Teknik ini, peneliti dimungkingkan memperoleh 
informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen 
yang ada pada responden atau tempat, dimana responden 
bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari.
24
 
Selanjutnya penulis akan akan mengumpulkan data melalui 
dokumentasi dan catatan, seperti formulir pendaftaran 
pembiayaa, buku angsuran pembiayaan bay‘ bithaman a>jil di 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.  
4. Teknik Pengolahan Data 
Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk memudah 
dalam menganalisis data di penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh 
terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan 
antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam 
penelitian ini penulis akan memeriksa data-data terkait praktik 
pembiayaan bay‘ bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri Capem 
Bangkalan. 
b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam 
penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah 
direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis. Data dari 
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 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), 266. 

































awal hingga akhir tentang praktik pembiayaan bay‘ bithaman a>jil di 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. 
c. Analizing, yaitu tahapan analisis dan perumusan pelaksanaan 
transaksi pembiayaan bay‘ bitsaman a>jil di BMT UGT Sidogiri 
Capem Bangkalan. 
5. Teknik Analisis Data 
     Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif 
kualitatif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta 
menjelaskan data yang terkumpul. Guna membuat deskripsi atau 
gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 
fenomena yang diselidiki.
25
 Kegunaan dari metode ini adalah untuk 
menjelaskan dan menganilisis secara sitematis terhadap proses 
permasalahan tentang analisis Hukum Islam terhadap praktik 
pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. Kemudian 
dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berpijak 
pada teori Hukum Islam yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta 
dalam praktik pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan 
yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian 
yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 
khusus. 
                                                 
25
Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005), 63 

































Pertama penulis akan menjelaskan terlebih dahulu terlebih 
dahulu secara umum akad bay‘ bithaman a>jil yang di kaitkan dengan 
Fatwa DSN MUI No 27 Tahun 2002 dalam Islam, setelah itu 
direalisasikan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, yakni 
tentang praktik bay’ bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri Capem 
Bangkalan. 
I. Sistematika Pembahasan  
Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan terhadap masalah 
tentang ‚Analisis Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan di BMT 
UGT Sidogiri Capem Bangkalan‛. Maka pembahasannya disusun secara 
sistematis sesuai urutan dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari 
lima bab yang saling terkait. 
 Bab pertama berisi Pendahuluan,yang dalam bab ini terdiri dari 
latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian 
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua membahas tentang konsep BMT yaitu pengertian BMT 
dan Fungsi BMT, Konsep mura>bah}ah yang meliputi pengertian  
mura>bah}ah, dasar hukum mura>bah}ah, rukun dan rukun mura>bah}ah, 
berakhirnya mura>bah}ah, konsep bay‘ bithaman a>jil yang meliputi 
pengertian bay‘ bithaman a>jil, dasar hukum bay’ bithaman a>jil, rukun dan 
syarat bay’ bithaman a>jil, dan  berakhirnya akad bay’ bithaman a>jil, serta 

































Fatwa Dewan Syariah Nasional  Majelis Ulama Indonesia No 27 Tahun 
2002  
Bab ketiga, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai hasil 
penelitian lapangan yang berisikan profil BMT UGT Sidogiri Capem 
Bangkalan, Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan, 
Legalitas BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan, Struktur Organisasi 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan, produk-produk yang ada di BMT 
UGT Sidogiri Capem Bangkalan, Pengaplikasian bay’ bithaman a>jil di 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan dan praktik bay’ bithaman a>jil di 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. Uraian ini sekaligus menjawab 
rumusan masalah yang pertama. 
Bab keempat berisi tentang Analisis Hukum Islam terhadap 
Praktik Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan dan analisis 
Fatwa DSN MUI Nomor 27 Tahun 2002 terhadap praktik pembiayaan di 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. 
Bab kelima merupakan bagian akhir atau penutup dari skripsi  
yang berisikan tentang kesimpulan dari analisis permasalahan serta 
memberikan saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan 
penelitian.  
 


































KONSEP BMT, MURA>BAH}AH, KONSEP BAY‘ BITHAMAN A>JIL 
DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA 
INDONESIA NO 27 TAHUN 2002  
A.  Konsep BMT 
1. Pengertian BMT 
Secara harfiah atau lughowi baitul Ma>l berarti rumah dana 
baitul tamwi>l berarti rumah usaha. 1 baitul Ma>l lebih mengarah pada 
usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, 
seperti infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwi>l sebagai usaha 
pengumpulan dan penyaluran dana komersial.
2
  Jadi, dalam baitul ma>l 
wa at tamwi>l adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, 
sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan.  
Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi 
masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam. 
Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, Ija>rah, 
dan titipan.  
Lembaga BMT berkembang bersamaan dengan 
pengembangan masyarakat muslim dan perkembangan negara Islam. 
Dasar dari keberadaan institusi ini secara normatif adalah adanya 
anjuran Al quran surat al-Ma’arij (70) ayat 24-25. BMT berbeda 
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dengan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Umum Syariah 
(BUS). BMT berbadan hukum koperasi, secara otomatis di bawah 
pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.  
2. Fungsi BMT 3 
a. Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di 
BMT uang tersebut akan dapat ditingkatkan utilitasnya dan unit 
defisit.  
b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat 
pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk 
memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.  
c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptkan lapangan kerja dan 
memberikan pendapatan kepada para pegawainya.  
d. Sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat 
memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan 
juga koperasi.  
e. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi profesional dan 




B. Konsep Mura>bah{ah  
1. Pengertian Mura>bah{ah 




 Muhammad Ridwan Manajemen Maal Wat Tamwil (BMT), (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 
2005), 130-131 

































    Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli itu ada empat macam: 
yaitu jual beli musa>wamah (tawar menawar), jual beli mura>bah{ah 
(memperoleh keuntungan), jual beli wa{diah, jual beli tawliyah dari 
empat macam jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai 
sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam 
perbankan syariah, yaitu bay‘ mura>bah{ah, bay‘ al-salam, dan bay‘ al-
istis{na>{. 
Mura>bah{ah berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan, 
bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang 
diserahkan segera pembayaran dilakukan secara tangguh.
5
 
Mura>bah{ah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti 
sesuatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya 
perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang 
dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat 
keuntungan (margin) yang diinginkan.  
Mura>bah{ah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk 
jual beli. Secara etimologis, Mura>bah{ah berasal dari kata dasar ribh 
yang berarti ‚keuntungan, laba, tambahan (margin)‛.6 
Kata al- mura>bah{ah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-
ribhu (ُةِّشىا) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau 
mura>bah{ah juga berarti Al-Irbaah karena salah satu dari dua orang 
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yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.
7
 
Sedangkan secara istilah, bay‘ ul mura>bah{ah adalah : 
ًٍ ِىُيِعٍَ  ٍخِثِس ِحَدبَِص َعٍَ  ِهَّولاا ِوْثَِ ِث ْعَُِث 
Artinya: ‚Yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan 
tambahan keuntungan. ‚ 
Mura>bah{ah secara terminologis adalah pembiayaan yang saling 
menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-ma>l dengan pihak 
yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan 
bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih 
yang merupakan keuntungan atau laba bagi shabib al-mal dan 
pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. 
8
 
Syafi’i Anthonio mendefinisikan Mura>bah{ah adalah jual beli 
barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang 
disepakati.
9
 Penjual harus meberi tahu harga produk yang dibeli dan 
menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.  
Mura>bah{ah adalah produk pembiayaan perbankan syariah 
yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli 
(bai’atau sale). Pada perjanjian mura>bah{ah, bank membiayai 
pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan 
membeli terlebih dahulu barang tersebut dari pemasok barang 
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kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan 
menambahkan mark up atau margin.10 
Menurut Sofyan Harahap Mura>bah{ah adalah akad jual beli 
barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) 
yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
11
 Sedangkan dalam fatwa 
Dewan Syariah Nasional  yang dimaksud dengan Mura>bah{ah menjual 
suatu barang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.  
 Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah memberikan definisi tentang Mura>bah{ah dalam penjelasan 
Pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf 
d tersebut, yang dimaksud dengan ‚Akad Mura>bah{ah‛ adalah akad 
pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada 
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai 
keuntungan yang disepakati.  
Mura>bah{ah merupakan suatu mekanisme pembiayaan investasi 
jangka pendek yang cukup memudahkan serta menguntungkan pihak 
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Endang Wahyudin, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya (Jakarta : 
Kencana, 2014), 191 
11
Syofian S Harahap Akuntasi Perbankan Syariah (Jakarta : LPEE-Usakti,2004),93 

































bank Islam dengan konsep profit and loss sharing atau bagi hasil yang 
dianut oleh konsep mudha>raba>h dan musarakah. 12 
Maulana Taqi Usmani dalam tulisannya mengenai 
Mura>bah{ah mengemukakan bahwa, ‚Most of the islamic banks and 
financial institutions are using Mura>bah{ah  as an Islamic mode of 
financing and most of their financing are based on Mura>bah{ah.13 
     Menurut para ahli dengan huku m Islam mendefinisikan bai’ al-
mura>bah{ah sebagai berikut :  
a. Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan bai’ al-mura>bah{ah 




b. Menurut Wahbah az-Zuhaili adalah jual beli dengan harga 
pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.
15
  
c. Ibn Rusyd  filosof dan ahli hukum Maliki, mendefinisikan 
sebagai jual beli di mana penjual menjelaskan kepada pembeli 
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Nurul Hudan dan Mohamad Heykal Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis 
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14
 Muhammad Yazid Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya : UIN SA Press, 2014), 175 
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d. Ibn Qudamah ahli hukum Hambali mengatakan bahwa arti jual 




e. Ibn Jazi menggambarkan mura>bah{ah penjual barang 
memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan 
yang akan diambil dari barang tersebut.
18
 
f. Menurut Dewan Syariah Nasional, mura>bah{ah yaitu menjual 
suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli 
dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 
g. Menurut Bank Indonesia, mura>bah{ah  adalah akad jual beli antara 
bank dengan nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok 
ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 
 Dengan kata lain, jual beli mura>bah{ah adalah suatu bentuk jual 
beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga 
pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga 
pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada 
penjual  sesuai dengan kesepakatan.  
2. Dasar  Hukum 
Adapun landasan hukum yang mendasari dari mura>bah{ah 
sebagai berikut : 




 Fatmah Kontrak Bisnis Syariah, (Surabaya : UIN SA Press, 2014), 104 
 

































a. Al qur’an  
          Ayat-ayat al qur’an yang secara umum membolehkan jual 
beli, diantaranya adalah : 
بَثِّشىا ًَ َّشَدَو َعَُِجْىا ُٔ َّيىا َّوَدَأَو 
Artinya : ‚... dan Allah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba‛. (Q.S al-Baqarah:275) 
 
Ayat tersebut menunjukkan bolehnya melakukan transaksi 
jual beli dan mura>bah{ah merupakan salah satu bentuk dari jual 
beli.  
َظَُِى ٌِ ُنَُِيَع ْحبَُْج ُْ َأ َزِجَراىُغ بًيِعَف ِ ٍِ ٌِ ُنِّثَس   
Artinya : ‚ tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dari Rabbmu‛ (Q.S al-Baqarah: 198) 
بَ بَهََُّأ َِ َِزَّىا اىٍَُْ آ بَى اىُيُمْأَر ٌِ ُنَىاَىٍِ َأ ٌِ ُنََُِْث ِوِطبَجْىبِث بَّىِإ ُْ َأ َُ ىُنَر ًحَسبَجِر ِ َع 
ٍضاَشَر ٌِ ُنٍِِْ   ۚ بَىَو اىُيُزْقَر ٌِ ُنَغُفَِّأ   ۚ َّ ِإ َٔ َّيىا َُ بَم ٌِ ُنِث بَّ ُِدَس 
Artinya : ‚ Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama suka diantara kamu.‛ (Q.S An-
Nisa’:29) 
Berdasarkan ayat diatas, maka mura>bah{ah merupakan 
upaya mencari rezeki melalui jual beli. mura>bah{ah menurut 
Azzuhaili adalah jual beli berdasarkan suka sama suka antara 
kedua belah pihak yang bersangkutan.
19
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b. Sunnah  
1) Sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassallam: " 
pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya 
tangan seseorang dan jual beli yang mabrur.‛ (H>.R Ahmad 
Al Bazzar  Ath Thabrani) 
2) Sebuah riwayat dari Ibnu Mas’ud  Radiyallahu ‘Anhu 
menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan 
mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk 
setiap sepuluh dirham pokok.  
3) Hadist dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib : 
بََْثَّذَد ُِ َغَذْىا ُِ ِث ٍّ ِيَع ُهبَّيَخْىا بََْثَّذَد ُشِشِث ُِ ِث ٍذِثبَث ُساَّضَجْىا بََْثَّذَد ُشِصَّ ُِ ِث 
ٌِ ِعبَقْىا ِ َع ِذِجَع ِ َ ِدَّشىا ِ ِث َدُواَد ِ َع ِخِىبَص ِ ِث ٍتَُِهُص ِ َع ِٔ ُِثَأ هبَق َهبَق 
ُهىُعَس ِٔ َّيىا ًَّيَص ُٔ َّيىا ِٔ َُِيَع ٌَ َّيَعَو ٌسبَيَث َّ ِهُِف ُخَمَشَجْىا ُعَُِجْىا ًَىِإ ٍوَجَأ 
ُخَظَسبَقَُ ْىاَو ُغبَيِخَأَو ِّشُجْىا ِيرِعَّشىبِث ِذَُِجْيِى بَى ِعَُِجْيِى )َٔجَبٍ ُِ ِثا ُٓ اَوَس(20 
Artinya : ‚ Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin 
Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada 
kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah 
menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim 
dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin 
Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal 
yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang 
memberi tempo, peminjaman, dan campuran 
gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-
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بََْثَّذَد ُشَٕ ِصَأ ُِ ِث َُ اَوِشٍَ َهبَق بََْثَّذَد ُدبَّ َد ُِ ِث ٍذََِص ح و بََْثَّذَد ىُثَأ ٍتََِشُم 
بََْثَّذَد ُوُِعَ ِعِإ ُِ ِثا َخََُّيُع بَىبَق بََْثَّذَد ُةىََُّأ ِ َع وِشَِ َع ِ ِث ٍتَُِعُش ِ َع ِٔ ُِثَأ 
ِ َع ِٓ ِّذَج هبَق َهبَق ُهىُعَس ِٔ َّيىا ًَّيَص ُٔ َّيىا ِٔ َُِيَع ٌَ َّيَعَو بَى ُّوِذَ ُعَُِث بٍَ َظَُِى 
َكَذِِْع بَىَو ُخِثِس بٍَ ٌِ َى ِ َ ِعَُ   )َٔجَبٍ ُِ ِثا ُٓ اَوَس(22 
 
Artinya : ‚Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al 
Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr 
bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada 
kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud 
dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga 
hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang 
memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum 
dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan 
untuk dijual." (H.R Ibnu Majah 2179) 
 
c. Ijma’  
Transaksi ini sudah dipraktikkan di berbagai kurun dan tempat 
tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama 
menyetujui. 
d. Kaidah Fiqh: 
 ُوِص َِ ا بَهَِ َِِشِذَر ًَيَع ٌوُِِىَد َّهُذَ ُْ َأ َّلاِا ُخَدَبث ِ ا ِد بَيٍَ  بَعُلما ًِف23  
Artinya: ‚pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
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3. Syarat dan Rukun  
Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh bank 
syariah atau oleh unit usaha syariah dari suatu bank agar akad 
Mura>bah{ah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Maka bank 
syariah atau unit usaha syariah tidak melanggar ketentuan larangan 
yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a atau Pasal 24 ayat 
(2) huruf a, atau Pasal 25 huruf a.
24
 Artinya, bila akad syariah dibuat 
oleh suatu bank syariah atau unit usaha syariah dengan 
memperhatikan syarat-syarat yang dikemukakan dibawah ini :  
a. Pelaku akad25, yaitu bay‘ (penjual) adalah pihak yang memiliki 
barang untuk dijual, musytari (pembeli) adalah pihak yang 
memerlukan dan akan membeli barang, dan pemasok (supplier). 
b. Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga) 
c. Tujuan Akad26; dan  
d. S}ighat, yaitu ijab dan kabul 
Selanjutnya masing-masing rukun diatas harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut :  
a. Pelaku akad, harus : 
1) Cakap hukum  
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2) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada 
dibawah tekanan atau ancaman. 
b. Obyek yang diperjualbelikan harus : 
1) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang 
2) Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat 
3) Penyerahan obyek Mura>bah{ah dari penjual kepada pembeli 
dapat dilakukan 
4) Merupakan hak milik penuh yang berakad27 
5) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan 
yang diterima pembeli. 
c. S}ighat  
1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa 
berakad  
2) Antara ijab dan kabul (serah terima) harus selaras baik dalam 
spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. 
3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan 
keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.  
Selain itu ada beberapa syarat-syarat sahnya jual beli 
Mura>bah{ah adalah sebagai berikut :  
a. Mengetahui Harga Pokok  
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Muhammad Yazid Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya : UIN SA Press, 2014). 181  

































Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh 
pembeli kedua, karena mengetahui harga merupakan salah satu 
syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip Mura>bah{ah. 
Mengetahui harga merupakan syarat sahnya jual beli, dan 
mayoritas ahli fiqh menekankan pentingnya syarat ini. Bila harga 
pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi 
fasid (tidak sah).
28
pada perbankan syariah, bank dapat 
menunjukkan bukti pembelian obyek jual beli Mura>bah{ah kepada 
nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah 
mengetahui harga pokok bank.  
b. Mengetahui keuntungan  
Keuntungan juga harusnya diketahui karena ia merupakan 
bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktik perbankan 
syariah sering disebut dengan margin Mura>bah{ah dapat 
dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah 
sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak terutama nasabah 
dapat mengetahui keuntungan bank.  
c. Harga pokok dapat diukur dan dihitung  
Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan 
takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat 
Mura>bah{ah. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun 
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dengan ukuran yang berbeda yang penting bisa diukur dan 
diketahui.  
d. Jual beli Mura>bah{ah tidak bercampur dengan transaksi yang 
mengandung riba  
e. Akad jual beli pertama harus sah. Bila akad pertama tidak sah 
maka jual beli Mura>bah{ah adalah jual beli dengan harga pokok 
ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka 
jual beli Mura>bah{ah selanjutnya tidak sah.29 
4. Berakhirnya Akad Mura>bah{ah 
Akad Mura>bah{ahakan berakhir30, apabila terjadi hal-hal berikut:  
a. Pembatalan akad  
b. Terdapat cacat, kerusakan, atau aib pada obyek barang yang akan 
dijual ketika diserahkan kepada penjual  
c. Obyek hilang atau musnah  
d. Cidera janji31 
e. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad Mura>bah{ah telah 
berakhir. Baik cara pembayarannya secara lumpsum (sekaligus) 
ataupun secara angsuran. 
C. Konsep Bay‘ bithaman a>jil 
1. Pengertian Bay‘ bithaman a>jil 
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       Bay‘ bithaman a>jil dikenal dengan jual beli tertangguh yaitu 
menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan  barang-barang yang 
dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi 
bentuknya, jual beli berbeda dengan bay‘ al-salam , yang mana 




Bay‘ bithaman a>jil disebut juga dengan singkatannya yaitu 
bai’ muajjal  yang secara harfiah berarti penjualan dengan angsuran 
(credit sale). Bay‘ bithaman a>jil adalah penjualan yang 
pembayarannya dilakukan di kemudian hari sedangkan barangnya 
diserahkan di muka ketika jual beli tersebut diperjanjikan. 
Pembayarannya tertunda tersebut menjadi pinjaman (tanpa bunga) 
bagi pembeli yang dapat dibayar sekaligus pada waktunya atau 
dibayar dengan cicilan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan 
antara penjual dan pembeli.
33
 
Bay‘ bithaman a>jil atau BBA adalah akad jual beli mura>bah{ah 
(cost+margin) ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan 
dicicil dalam jangka waktu panjang, sehingga disebut juga credit 
mura>bah{ah jangka panjang.34 
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2. Dasar Hukum  
    Pensyariatan Bay‘ bithaman a>jil tidak dijelaskan secara 
khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat tentang jual beli 
yang terdapat dalam ayat Al qur’an surat Al-baqarah 275 dan Al-
baqarah 282.  
َِ َِزَّىا َُ ىُيُمْأَ بَثِّشىا بَى َُ ىٍُ ىُقَ بَّىِإ بَ َم ًُ ىُقَ ٌِزَّىا ُٔ ُطَّجَخَزَ ُ بَطَُِّشىا َِ ٍِ ِّظَ ْىا   ۚ 
َلِىََٰر ٌِ ُهََّّأِث اىُىبَق بَ َِّّإ ُعَُِجْىا ُوْثٍِ بَثِّشىا   ۚ َّوَدَأَو ُٔ َّيىا َعَُِجْىا ًَ َّشَدَو بَثِّشىا   ۚ ِ َ َف ُٓ َءبَج 
ٌخَظِعِىٍَ ِ ٍِ ِٔ ِّثَس َٰ َهَزِّبَف ُٔ َيَف بٍَ َفَيَع ُٓ ُشٍِ َأَو ًَىِإ ِٔ َّيىا   ۚ ِ ٍَ َو َدبَع َلِئَٰىوُأَف ُةبَذِصَأ 
ِسبَّْىا   ۚ ٌِ ُٕ بَهُِف َُ وُذِىبَخ 
Artinya : ‚orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang 
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali  
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.‛ 
 
 
بَ بَهََُّأ َِ َِزَّىا اىٍَُْ آ اَرِإ ٌِ ُزَِْاَذَر ٍِ ََِذِث َٰ َىِإ ٍوَجَأ َغًٍُِّ ُٓىُجُزْمبَف   ۚ ِتُزْنَُْىَو ٌِ ُنََُِْث 
ْتِربَم ِهِذَعْىبِث   ۚ 
Artinya : ‚Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di 
antara kamu menuliskannya dengan benar. 
 

































 Dalam hadist Riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah 
SAW membeli makanan secara berutang, ‚Dari Aisyah r.a, bahwa 
Ralullah SAW membeli makanan dari  safar secara tangguh dan baju 
besinya sebagai jaminan.  
Kontrak Bay‘ bithaman a>jil tidak dibahas secara khusus dalam 
kitab klasik, seperti jual beli bertangguh yang lain (al-salam) Namun, 
Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara ijma’ jual beli secara 
bertangguh tidak diharamkan. Dengan demikian, hukum jual beli 
secara tangguh boleh. Akan tetapi perbedaan pendapat muncul ketika 
terdapat penambahan harga pada jual beli yang dilakukan secara 
bertangguh.  
Namun Ijma’ ulama berpendangan bahwa jual beli secara 
tertangguh dibolehkan berdasarkan keumumann jual beli sebagai 
mana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah 275. Oleh karena itu, 
jual beli bertangguh merupakan jual beli yang disyariatkan. 
Penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara 
penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat bila kedua belah 
pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.  
3. Syarat dan Rukun  
Syarat-syarat yang berlaku bagi suatu bay‘ atau jual beli juga 
berlaku pada bay‘ bithaman a>jil , dibawah ini beberapa hal khusus 
yang berkaitan dengan bay‘ bithaman a>jil yang harus diperhatikan : 
a. Para pihak  

































Tidak ubahnya dengan syarat-syarat bagi para pihak yang 
melakukan akad jaul beli, para pihak pada akad bay‘ bithaman 
a>jil adalah orang yang cakap hukum, telah baligh, berakal.35 
b. Akad bay‘ bithaman a>jil 
Pada akad Bay‘ bithaman a>jil tidak boleh mengandung syarat-
syarat dan ketentuan-ketntuan yang berisi kewajiban melakukan 
hal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang harus 
dilakukan menurut syariah.  
c. Harga  
1) Harga barang yang harus dibayar secara tertunda oleh 
pembeli harus disetujui dan ditetapkan besarnya dan jangka 
waktu pembayarannya di muka sebelum para pihak membuat 
akad bay‘ bithaman a>jil. 
2) Di dalam harga dapat dimasukkan jumlah margin atau 
keuntungan yang di inginkan oleh penjual atau bank.  
3) Bank dilarang mengambil keuntungan atau margin dalam 
konsep bunga 
4) Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak 
dapat dirubah sewaktu-waktu.  
d. Kepemilikan barang  
1) Kepemilikan barang yang dijual oleh bank atau dibeli oleh 
pembeli atau nasabah tidak harus benar-benar secara hukum 
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merupakan milik penjual atau nasabah.
36
 Artinya, ketika 
barang dibeli oleh bank dari pemasok harus beralih 
kepemilikan kepada bank sebelum dijual kepada nasabah.  
2) Pada waktu terjadinya penjualan barang oleh bank kepada 
nasabah, kepemilikan atas barang tersebut harus secara 
yuridis beralih dari bank kepada nasabah.  
3) Barang yang diperjualbelikan harus berwujud 
e. Ijab dan kabul 
4. Berakhirnya bay‘ bithaman a>jil 
Berakhirnya akad bay‘ bithaman a>jil sama halnya dengan akad yang 
lain, yaitu : 
f. Pembatalan akad37 
g. Terdapat cacat, kerusakan, atau aib pada obyek barang yang akan 
dijual ketika diserahkan kepada penjual  
h. Obyek hilang atau musnah  
i. Cidera janji38 
j. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad Mura>bah{ah telah 
berakhir. Baik cara pembayarannya secara lumpsum (sekaligus) 
ataupun secara angsuran. 
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D. Fatwa Dewan Syariah Nasional  
1. Pengertian Fatwa  
Fatwa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-fatwa> 
dengan bentuk jamak fatawa, yang berarti nasihat, jawaban, petuah, 
pertanyaan hukum, dan pendapat dalam bidang hukum atau legal 
opinion. Dalam E. J Brill’s First Encylopaedia of Islam fatwa adalah  
A fatwa is formal legal opinion given a mufa or canon lawyer of 
standing, in answer to a question submitted to him either by a judge or 
by a private individual. On the basis of such an ‚opinian a judge may 
decide a case or an individual may regulate his personal life.39 
Yusuf Qardhawi mengemukakan fatwa secara syara’ adalah 
menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban 
dari pertanyaan dari seseorang maupun kolektif yang identitasnya jelas 
maupun tidak.  
Ma’ruf Amin  berpendapat mengenai pengertian fatwa yaitu ada 
dua hal penting di dalam fatwa, yaitu :  
a. Fatwa yang bersifat reponsive, bahwasanya fatwa merupakan 
sebuah jawaban hukum (legal opinion) yang dikeluarkan setelah 
adanya pertanyaan atau permintaan fatwa (based on demand) 
yang merupakan peristiwa atau kasus nyata.  
b. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (legal 
opinion) tidaklah bersifat mengikat, dimana seseorang yang 
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meminta fatwa (mustafti) baik secara perseorangan maupun 
lembaga atau masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau 
hukum yang diberikan kepadanya. 
Dari beberapa pengertian fatwa diatas, ada beberapa unsur-
unsur dalam proses pemberian fatwa
40
, yaitu : 
a. Al ifta atau al futya merupakan kegaiatan menerangkan hukum 
syara’ (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah 
diajukan.  
b. Mustafti merupakan individu atau sekelompok yang mengajukan 
pertanyaan atau meminta fatwa. 
c. Mufti merupakan orang yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa. 
d. Mustafit Fih merupakan peristiwa, masalah, kasus atau sebuah 
kejadian yang ditanyakan status hukumnya. 
e. Fatwa merupakan jawaban hukum dari sebuah masalah, 
peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.
41 
3. Dasar Hukum Fatwa  
a. Q.S Yusuf (12) ayat 43  
َهبَقَو ُلِيَ ْىا ٍِِّّإ َٰيَسَأ َعِجَع ٍداَشَقَث ٍُ بَ ِع َّ ُهُيُمْأَ ْعِجَع ْفبَجِع َعِجَعَو ٍدبَيُجُِْع 
ٍشِعُخ َشَخُأَو ٍدبَغِثبَ   ۚ بَ بَهََُّأ ُأَيَ ْىا ٍِّىُزْفَأ ٍِف ٌَ بَِؤُس ُْ ِإ ٌِ ُزُِْم بَِؤُّشيِى َُ وُشُجِعَر 
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Artinya : Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), 
‚sesungguhmya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi 
betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina 
yang kurus, tujug tangkai (gandum) yang hijau dan (tujug 
tangkai) lainnya yang kering. Wahai orangt yang 
terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil 
mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi.  
 
b. Q.S Ash-Saffat (37) ayat 11  
 بَْْقَيَخ ِ ٍَ  ًِ َأ بًقْيَخ ُّذَشَأ ٌِ ُٕ َأ ٌِ ِهِزْفَزِعبَف  ۚ بَِّّإ ٌِ ُٕ بَْْقَيَخ ِ ٍِ ٍينِط َىٍةِصب  
Artinya : Maka Tanyakanlah kepada mereka (musyrik mekah): ‚ 
Apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa 
yang tellah kami ciptakan itu?”Sesungguhnya telah 
menciptakan mereka dari tanah liat. 
 
a. Hadist Abu Daud dan Nasa  
 ًِّ ُا ِّ ِا َهبَقَف ٌَ َّيَعَو ِٔ َُِيَع ُٔ َّيىا َهِىُعَس ًَزْفَزِع َحَدبَجُع َِ ِثَذِعَع ُْ َا ٍط بَّجَع ُِ ِثِا ِ َع
 بَهَِْع ِٔ ِعْقِا ٌِ َّيَعَو ِٔ َُِيَع ُٔ َّيىا ًَّيَص ِٔ َّيىا ُهِىُعَس َهبَقَف ِٔ ِعْقَر ٌِ َى ُسْزَّ بَهَُِيَع َو ِذَربٍَ  
Artinya : Dari Ibnu Abbas’ r.a bahwa Sa’ad bin Ubadah r.a minta 
fatwa kepada Nabi SAW yaitu dia mengatakan sebagai 
berikut : ‚Sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal 
beliau mempunyai kewajiban nadar yang belum 
ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW menjawab : 
‚Tunaikanlah nadar itu atas nama ibumu.‛ (H.R Abu 
Daud dan Nasai) 
 
1. Proses Penetapan Fatwa  
Pelaksanaan ajaran Islam oleh penganutnya merupakan suatu 
kewajiban karena diyakini kebeneran ajaran ini. Dalam melaksanakan 
ajaran tersebut, perlu ada pemahaman atas ajaran Islam itu sendiri, 
terutama terhadap hal-hal yang zhanni sifatnya baik dalam Al Qur’an 
ataupun dalam hadis. Apabila terdapat permasalahan terhadap 

































penetapan ketentuan yang bersifat zhanni , perlu ada orang yang 
mampu menjawab permasalahn ini sesuai dengan ajaran Islam. 
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebut fatwa ini 
merupakan pendapat dari orang yang memahami ajaran Islam.  
Pendapat yang diberikan oleh mufti sebagai jawaban atas 
pertanyaan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi dengan 
tetap pada jalur ketentuan Islam. Meskipun demikiaي, banyak 
dipahami bahwa fatwa yang diberikan adalah tidak mewajibkan 
mustafti untuk melaksanakan fatwa tersebut, tidak mengkat secara 




Fatwa-fatwa yang diberikan oleh Nabi SAW adalah bersifat 
mengikat dalam arti diyakini kebenarannya dan tidak dapat diubah 
sepanjang masa. Fatwa-fatwa dalam bidang muamalah (hubungan 
manusia dengan manusia) adalah bersifat mengikat dan berlaku bagi 
semua umat Islam sepanjang masa.  
Pada era saat ini, fatwa yang harus diberikan kepada mustafti 
harus didasarkan pada Al Quran dan As Sunnah dengan penguasaan 
dan pemahaman atasnya. Dalam perbuatan fatwa (ifta’) salah satu 
syaratyang harus dimiliki oleh mufti adalah mengetahui hukum islam 
secara mendalam. Mufti tidak boleh menerapkan suatu persoalan 
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tanpa didasarkan pada dalil hukum Islam, disebut tahakkum 
(membuat hukum baru). 
Proses pembuatan fatwa ifta’ itu sendiri harus menggunakan 
metode-metode penerapan hukum. Ma’ruf amin menyebutkan kaidah 
yang digunakan adalah metode bayani (analisa kebahasaan), metode 
ta’lili, dan metode istislahi. Terhadap fatwa yang dihasilkan oleh 
mufti. Mustafti dapat menerima dapat mematuhinya sepanjang fatwa 
tersebut didasarkan pada ketentuan yang benar.
43
 
2. Fatwa DSN No 27 Tahun 2002  
Fatwa DSN No 27 Tahun 2002 ini menjelaskan mengenai 
Ija>rah Muntahiya Bi Al-Tamlik. Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik 
adalah suatu inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan perjanjian sewa 
menyewa yang disertai dengan pemindahan hak milik atas benda 
yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.
44
 Kebolehan 
dilakukannya Ija>rah Muntahiya Al-tamlik terdapat pada Q.S Zukhruf 
: 32 :  
  َلِّثَس َذَ ِدَس َُ ىَُ ِغْقَ ٌِ ُٕ َأ  ۚ  بَُُِّّذىا ِحبََُذْىا ٍِف ٌِ ُهَزَشُِعٍَ  ٌِ ُهََُِْث بََِْ َغَق ُِ ِذَّ  ۚ 
 بَِِّشِخُع بّعِعَث ٌِ ُهُعِعَث َزِخَّزَُِى ٍدبَجَسَد ٍطِعَث َقِىَف ٌِ ُهَعِعَث بَِْعَفَسَو  ۚ  َلِّثَس ُذَ ِدَسَو
َُ ىُعَ ِجَ بََّ ٍِ  ْشَُِخ 
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Artinya : ‚Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmukami 
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian 
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 
sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang 
lain.dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 
kumpulkan.‛ 
Di dalam Fatwa DSN No 27 tersebut tedapat beberapa 
ketentuan di bolehkannya dilakukan akad Ija>rah Muntahiya Al-
tamlik, yaitu :  
a. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ija>rah (dalam 
Fatwa DSN No 09 Tahun 2000) berlaku pula dalam akad 
Ijarah Muntahiya Al-tamlik. 
b. Perjanjian untuk melakukan akad Ija>rah Muntahiya Al-tamlik 
harus disepakati ketika akad Ija>rah ditandatangani. 
c. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. 
d. Pihak yang melakukan Ija>rah Muntahiya Al-tamlik harus 
melaksanakan akad Ija>rah terlebih dahulu. Akad pemindahan 
kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat 
dilakukan setelah masa Ija>rah selesai.  
e. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad 
Ija>rah adalah Wa’d (janji) yang hukumnya tidak mengikat. 
Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad 





































f. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah.  
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PROFIL BMT UGT SIDOGIRI, LEGALITAS LEMBAGA, PRODUK-
PRODUK, PENGAPLIKASIAN BAY’ BITHAMAN A>JIL, DAN PRAKTIK 
BAY’ BITHAMAN AJIL DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU 
BANGKALAN  
A. Profil BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan  
1. Sejarah BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan 
Koperasi BMT UGT Sidogiri disingkat ‚Koperasi BMT UGT 
Sidogiri‛ mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 
Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum 
Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur 
dengan SK Nomor.09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. 
Sebelum berdirinya BMT UGT Sidogiri ini sudah didirikan BMT 
MMU Sidogiri yang beroperasi di daerah Pasuruan, setelah 3 tahun 
beroperasi BMT MMU Sidogiri maka didirikan BMT UGT Sidogiri.
1
 
 BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada 
dalam satu kegiatan Usaha Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri 
(Urusan GT PPS) yang didalamnya  terdapat orang-orang yang 
berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok 
Pesantren Sidogiri  dan Para simpatisan yang menyebar di wilayah 
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Jawa Timur.  Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit 
pelayanan anggota di kabupaten atau kota yang dinilai potensial. 
BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 227 
Unit Layanan BMT atau Jasa Keuangan syariah. Daerah yang 
berpotensi untuk didirikannya BMT UGT Sidogiri yaitu Surabaya, 
Bawean, Jember dan Bangkalan.  
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan berdiri pada tahun 2002, 
dimana awalnya BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan beroperasi di 
Pondok Syaikhona Kholil Bangkalan, karena melihat santri pada saat 
itu mengambil dana mereka untuk keperluan pondok di Lembaga 
Keuangan Konvensional, dengan masalah tersebut mengumpulkan 
beberapa alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang ada di Bangkalan 
dan penanggungjawab guru tugas dan berdirilah BMT UGT Sidogiri 
Capem Bangkalan. Karena banyaknya nasabah yang berminat untuk 
melakukan transaksi di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan, maka  
berpindah tempat di jalan Hoscokroaminoto dekat dengan Pondok 
Syaikhona Kholil yang di pimpin oleh bapak Syamsul dengan 4 
karyawan yang masa aktif dan berjalan selama 8 Tahun sejak 
berdirinya BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.
2
 Pada tahun 2010 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan berpindah ke jalan sultan 
kadirun No 10 A Bangkalan sampai sekarang. Ada beberapa 
pertimbagan BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan berpindah karena 
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Wawancara dengan Bapak Mahfud pada tanggal 4 Maret 2019 selaku AOP di BMT UGT Sidogiri 

































banyaknya nasabah, dan sekaligus mencari nasabah baru karena dekat 
dengan pasar tradisional bangkalan.  
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan tidak hanya berada di 
bangkalan, perkembangan BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan 
sangat pesat dengan terbuktinya di 18 kecamatan yang ada di 
Bangkalan terdapat BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan, yaitu :  
- Kecamatan Bangkalan  - Kecamatan Tanah Merah  
- Kecamatan Kamal   - Kecamatan Arosbaya  
- Kecamatan Burneh   - Kecamatan Galis  
- Kecamatan Geger   - Kecamatan Klampis  
- Kecamatan Kokop   - Kecamatan Kwanyar  
- Kecamatan Labang   - Kecamatan Modung  
- Kecamatan Sepuluh   - Kecamatan Socah  
- Kecamatan Tanjung Bumi  - Kecamatan Tragah  
2. VISI DAN MISI BMT UGT Sidogiri  
Visi  
a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan 
landasan syariah Islam. 
b. Terwujudnya budaya ta’awun dalam kebaikan dan ketakwaan di 
bidang sosial ekonomi 
Misi  

































a. Menerapkan dan mensyaratkan syariah Islam dalam aktifitas 
ekonomi. 
b. Menampakkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang 
ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah. 
c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota. 
d. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq, 
Tabligh, Amanah, Fatonah)3 
3. Legalitas BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan 
Tanggal berdiri : 5 Rabiul Awal 1421 H/6 Juni 2000 
Badan Hukum  : 09/BH/KWK.13/VII/2000 
TDP  : 13.26.2.64.00100 
SIUP  : 517/099/424.061/2003 
NPWP  : 02.082.190.6-624.000 
Alamat Jatim  : Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton Pasuruan  
67151 
Telp/Fax  : (0343) 423521/(0343)423571 
E-mail  : bmt.ugtpusat@gmail.com 
4. Struktur Kepengurusan BMT UGT Sidogiri Capem  Bangkalan 
       Struktur kepengurusan BMT UGT Sidogiri Capem 
Bangkalan di pimpin oleh bapak Mohammad Hasin (manager), 
dimana kacapem memiliki tugas merencanakan, mengarahkan serta 
mengevaluasi target pelayanan aggota BMT UGT Sidogiri Capem 
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Profil BMT UGT Sidogri Cabang Pembantu Bangkalan 

































Bangkalan setiap hari kerja dilingkungan kerja masing-masing. 
Selanjutnya pada kasir yang bertugas merencanakan dan 
melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai atau non tunai di 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. Di  BMT UGT Sidogiri 
Capem Bangkalan terdapat AOP dan AOSP. AOP
4
 adalah Account 
Officer Pembiayaan, dimana pada AOP ini bertanggungjawab 
melayani pengajuan pembiayaan, melakukan kelayakan serta 
memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan di BMT UGT 
Sidogiri Capem Bangkalan agar sesuai dengan prinsip syariah dan 
sesuai dengan analisa yang dilakukan. Di BMT UGT Sidogiri Capem 
Bangkalan terdapat 2 AOP, Account Officer Pembiayaan (AOP) 1 
oleh bapak Mahfud MB dan Account Officer Simpan Pinjam  (AOP) 2 
oleh bapak Mukaffi. Selanjutnya pada AOSP, AOSP
5
 adalah Account 
Officer Simpan Pinjam oleh bapak Alwi Amin dengan 
bertanggungjawab dalam menerapkan strategi dan pola-pola tertentu 
dalam rangka menghimpun dana masyarakat. Pemaparan diatas 
merupakan struktur kepengurusan di BMT UGT Sidogiri Capem 
Bangkalan sampai sekarang.  
B. Produk-produk di BMT UGT Sidogiri 
BMT UGT Sidogiri memiliki beberapa produk dimulai dari 
produk Simpanan, Produk Pembiayaan,Tabungan Masa Depan 
                                                 
4
AOP adalah count Officer Pembiayaan, wawancara dengan Bapak Muhammad Hasin pada 
tanggal 4 Maret 2019 selaku AOP di BMT UGT Sidogiri 
5
AOSP adalah Account Officer Simpan Pinjam, wawancara dengan Bapak Muhammad Hasin pada 
tanggal 4 Maret 2019 selaku AOP di BMT UGT Sidogiri 

































(TAMPAN), Tabungan Tarbiyah, Tabungan Haji. Darisemua produk-
produk yang telah disebutkan diatas, akan dipaparkan secara detail : 
1. Produk Simpanan  
a. Produk Simpanan merupakan tabungan umum syariah yang 
setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai 
kebutuhan anggota.  
b. Tabungan Haji merupakan tabungan umum berjangka untuk 
membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji.  
c. Tabungan Umrah6 merupakan tabungan umum berjangka untuk 
membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah.  
d. Tabungan Hari Raya Idul Fitri7 merupakan tabungan berjangka 
untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul 
fitri.  
e. Tabungan Pendidikan \merupakan tabungan berjangka yang 
diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana 
tabungan siswa.  
f. Tabungan Qur’ban merupakan tabungan umum berjangka untuk 
membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan 
ibadah qurban dan aqiqah.  
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Profil BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan 
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Ibid. 

































g. Tabungan Tarbiyah merupakan tabungan berjangka untuk 
keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap 
(installment) dan dilengkapi dengan asuransi.  
h. Tabungan Berjangka merupakan tabungan berjangka yang 
setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.  
i. Tabungan MDA Berjangka Plus merupakan tabungan berjangka 
khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara 
gratis.  
j. Tabungan Masa Depan (TAMPAN) merupakan tabungan umum 
berjangka untuk  membantu merencanakan keuangan masa depan 
dengan fasilitas gratis perlindungan asuransi.  
k. Tabungan Tarbiyah merupakan tabungan umum berjangka untuk 
mempersiapkan biaya pendidikan anak dengan fasilitas gratis 
perlindungan asuransi jiwa. 
2. Produk Pembiayaan  
a. UGT GES (Gadai Emas Syariah) merupakan fasilitas 
pembiayaan dengan agunan berupa emas, produk ini sebagai 
alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.  
b. UGT MUB (Modal Usaha Barokah) merupakan fasilitas 
pembiayaan kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan 
kecil.  
c. UGT MTA merupakan pembiayaan tanpa agunan untuk 
memenuhi kebutuhan anggota.  

































d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)8 merupakan fasilitas 
pembayaran untuk pembelian kendaraan bermotor dengan 
menggunakan akad berbasis jual beli (mura>bah{ah) 
e. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) merupakan fasilitas 
pembiayaan ditujukan untuk pembelian barang elektronik dengan 
menggunakan akad berbasis jual beli (mura>bah{ah).  
f. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)9 merupakan fasilitas 
pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan 
kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 
(BPIH) yang ditentukan oleh Kementrian Agama, untuk 
mendapatkan nomor seat porsi haji.  
g. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)10 adalah fasilitas pembiayaan 
yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan 
agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa 
dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum 
yang berlaku serta tidak termasuk yag diharamkan oleh Syariah 
Islam.  
h. UGT MGB (Multi Griya Barokah) merupakan pembiayaan jangka 
pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian 
rumah tinggal (konsumer).  
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i. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) merupakan fasilitas 
pembiayaan untuk modal usaha pertanian yang menggunakan akad 
jual beli (mura>bah{ah) atau multi akad.  
j. Produk Bay‘ bithaman a>jil 
Produk bay‘ bithaman a>jil merupakan salah satu produk BMT 
UGT Sidogiri Capem Bangkalan untuk kebutuhan berupa barang 
yang dimana pembayarannya ditangguhkan. Pada produk bay‘ 
bithaman a>jil  di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan ini 
menggunakan akad Ija>rah Muntahiya bit Tamlik dan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 27 Tahun 
2002 menjadi acuan BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan 
dalam pelaksanaannya, adapun beberapa ketentuan dan 
persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut :  
1) Fotokopi KTP atau identitas diri  
2) Fotokopi kartu keluarga 
3) Fotokopi surat nikah (bila sudah menikah) 
4) Fotokopi rekening listrik dan telepon 
5) Fotokopi BPKB atau sejenisnya untuk jaminan nasabah 
6) Jaminana BPKB atau barang berharga lainnya nasabah 
C. Pengaplikasian Bay‘ bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri Capem 
Bangkalan  
1. Nasabah ingin mempunyai laptop datang ke BMT UGT Sidogiri 
Capem Bangkalan dengan meyebutkan klasifikasikan merk dan jenis 

































segala macamnya. Setelah mengetahui laptop yang diinginkan 
nasabah, maka BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan dan nasabah 
melakukan perjanjian dengan menggunakan akad Ija>rah Muntahiya 
Bit Tamlik dengan menggunakan Fatwa DSN MUI No 27 tahun 2002 
yang menajdi pedoman BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.  
2. Setelah mengetahui spesifikasi laptop yang diinginkan maka pihak 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan akan mencarikan laptop 
tersebut kepada suplier.  
3. Suplier akan memberikan laptop tersebut kepada pihak BMT UGT 
Sidogiri Capem Bangkalan dengan harga yang telah disepakati. 
4. Kemudian pihak BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan akan menjual 
laptop tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati 
kedua belah pihak serta cara pembayarannyaa dan  nasabah akan 
membayar uang sewa kepada BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan 
sesuai dengan kesepakatan. 
5. Nasabah membayar uang laptop tersebut beserta uang sewa atas 
penjualan laptop yang diinginkan.  
 
D. Praktik  Bay‘ bithaman a>jil  di BMT  UGT Sidogiri Capem Bangkalan  
Lembaga keuangan syariah membantu masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mudah dan aman dengan prinsip 
syariah. Tidak bisa dipungkiri kembali jika adanya lembaga keuangan 
sangat membantu perekonomian masyarakat dengan beberapa produk-

































produk yang berprinsip syariah salah satunya pembiayaan bay‘ bithaman 
a>jil. Nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan yang telah 
melakukan pembiayaan bay‘ bithaman a>jil  yaitu Bapak saudi,  
‚saya meminjam uang di BMT UGT Sidogiri untuk keperluan 
nikahan anak saya. Awalnya saya tidak mengetahui tata-caranya 
dan akad-akad yang digunakan. Saya hanya datang ke BMT lalu 
buka tabungan dan saya bisa minjam uang di BMT dengan cara 
dicicil dengan akad bay’ bithaman a>jil.‛ 11 
             Bapak Saudi merupakan nasabah yang melakukan pembiyaan 
bay‘ bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. Bapak Saudi 
yang membutuhkan uang untuk keperluan anaknya menikah mendatangi 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan untuk meminjam uang. Setelah 
datang ke BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan, pihak BMT UGT 
Sidogiri Capem Bangkalan memberikan pinjaman kepada nasabah yang 
bernama Bapak Saudi dengan pinjaman sebesar Rp. 2.650.000 dengan 13 
angsuran dan akad yang digunakan adalah bay‘ bithaman a>jil. Dari 
pinjaman Rp. 2.650.000 Bapak Saudi harus membayar angsuran pokok 
sebesar Rp. 154.000 dan Margin sebesar 50.000 setiap bulannya, jadi yang 
dibayarkan oleh Bapak Saudi sebesar Rp. 204.000 setiap bulannya. 
‚saya memimjam uang kepada BMT untuk acara keluarga saya, 
uang tersebut saya gunakan untuk 1000 harinya ibuk saya dengan 
sewa yang saya sepakati dengan pihak BMT‛12 
 
Pinjaman uang yang digunakan oleh Ibu Yumna digunakan 
keperluan 1000 hari meninggalnya ibundanya dengan dengan angsuran 
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Saudi, Wawancara di Rumahnya tanggal 11 Maret 2019 
12
Yumna, Wawancara di rumah tanggal 11 Maret 2019  

































pokok Rp.85.000 dan margin Rp. 50.000 jadi setiap bulannya Ibu Yumna 
membayar uang sebesar Rp. 135.000 diangsur selama 8bulan.  
Bai’ bithaman a>jil merupakan salah satu produk pembiayaan di 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. Pembiayaan Bay‘ bithaman a>jil 
sudah lama dijalankan dan sering digunakan dalam proses transaksi. 
Dalam praktik pembiayaan bay‘ bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri 
Capem Bangkalan menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia No 27 Tahun 2002. 
13
 
Pembiayaan bay‘ bithaman a>jil dalam pengaplikasian di BMT 
UGT Sidogiri Capem Bangkalan menggunakan  Ija>rah Muntahiya Bit 
Tamlik sama seperti Bay‘ bithaman a>jil.14 
‚saya pergi ke BMT UGT Sidogiri untuk membeli laptop, saya 
menginginkan laptop asus dengan spesifikasi yang saya inginkan. 
Pihak BMT menerima pengajuan saya untuk membeli laptop 
tersebut dengan akad yang ditetapkan oleh BMT dan upah yang 
akan saya bayar tiap bulannya kepada pihak BMT. ‚15 
 
Praktik bay‘ bhithaman aj>il dengan nasabah Ali Ridho yang ingin 
laptop merk asus dengan kriteria yang diinginkan kemudian datang ke 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan untuk membelikan apa yang 
diinginkan oleh nasabah. Setelah itu pihak BMT UGT Sidogiri Capem 
Bangkalan akan mencarikan laptop yang akan diinginkan oleh nasabah 
dengan menggunakan akad bay‘ bithaman a>jil, kemudian pihak BMT 
UGT Sidogiri Capem Bangkalan akan menjual dan memberitahu harga 
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Pak Hosin Wawancara selaku Manager tanggal 27 Oktober 2018  
14
Pak Hosin Wawancara selaku Manager tanggal 27 Oktober 2018 
15
Wawancara dengan Ali Ridho, 12 Maret 2019 

































laptop dan margin tersebut kepada nasabah. Jika kedua belah pihak 
menyetujui harga tersebut maka nasabah akan membayarnya dengan cara 
diangsur, dan pihak BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan akan 
mengambil uang sewa dari laptop yang sudah dijual tersebut kepada pihak 
nasabah.
16
 Dan ketika laptop itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang 
diinginkan oleh nasabah Ali Ridho maka Ali Ridho membeli laptop 
tersebut, kemudian membayar uang sewa atas barang yang di beli kepada 
pihak BMT UGT Sidogiri dengan cara diangsur dengan kesepakatan yang 
telah disetujui pada sebelumnya.‛17 
Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan praktik bay‘ bhithaman 
a>jil di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan dalam hal syarat dan rukun 
bay‘ bithaman a>jil  salah satunya terdapat objek yang harus diepenuhi. 
Namun dalam praktik pembiayaan  bay‘ bithaman a>jil yang dilakukan 
oleh BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan tidak ada objek dan tidak 
sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 27 Tahun @2002 yang menjadi acuan 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. Dan dari praktik pembiayaan bay‘ 
bithaman a>jil  ini tidak mendapatkan data nasabah dikarenakan tidak 
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Wawancara dengan Pak Hosin selaku Manager tanggal 4 Maret 2019 
17
Wawancara dengan Ali Ridho, 12 Maret 2019 
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BAB IV 
PEMBIAYAAN BAY‘ BITHAMAN A>JIL  DI BMT  UGT 
SIDOGIRI CAPEM BANGKALAN 
A. Analisis praktik pembiayaan bay’ bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri 
Capem Bangkalan berdasarkan Hukum Islam   
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan salah satu lembaga 
keuangan yang menerapkan pembiayaan bay‘ bithaman a>jil. 
Pembiayaan bay‘ bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri Capem 
Bangkalan menggunakan dasar hukum Fatwa DSN MUI No 27 Tahun 
2002 yaitu mengenai Ija>rah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT).  
Produk bay’ bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri Cabang 
Pembantu Bangkalan dalam pengaplikasian diterapkan seperti 
ija>rah muntahiya bit tamlik (IMBT) dengan mengacu pada 
Fatwa DSN MUI No 27 Tahun 2002.
1
 
Dalam wawancara dengan pak Hosin selaku manager dari BMT 
UGT Sidogiri Capem Bangkalan mengatakan bahwasanya bay‘ bithaman 
a>jil sama dengan mura>bah{ah, maka BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan 
dalam menerapkan bay‘ bithaman a>jil menggunakan Fatwa DSN MUI No 
27 Tahun 2002.  
Seperti yang dialami oleh Bapak Saudi, Ibu Yumna dan Ali Ridho 
yang telah melakukan pembiayaan bay‘ bithaman a>jil di BMT UGT 
Sidogiri Capem Bangkalan bahwa apa yang mereka butuhkan adalah 
pinjaman uang. Dalam praktik BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan 
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Wawancara dengan Pak Hosin selaku Manager tanggal 27 Oktober 2018 di BMT UGT Sidogiri. 

































dalam pengaplikasian sebuah akad bay‘ bithaman a>jil  tidak 
menyesuaikan dengan akad yang seharusnya digunakan. Ketidaksesuaian 
pengaplikasian akad yang digunakan dalam praktik di lembaga keuangan 
ini juga mengakibatkan ketidakjelasan akad yang akan ditransaksikan.  
Syarat dan rukun bay‘ bithaman a>jil yaitu 1) Para Pihak,  2)Akad, 
3) Harga, 4) Objek, 5)S}ighat. Syarat dan rukun merupakan hal yang harus 
dipenuhi dalam sebuah transaksi. Dalam praktiknya di BMT UGT 
Sidogiri Capem Bangkalan dalam hal objek tidak ada dalam proses 
transaksi dan tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh 
pihak BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.  
Di dalam fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 juga dijelaskan 
bahwasanya yang menjadi objek dari mura>bah{ah adalah berupa barang. 
Dalam pembiayaan bay‘ bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri Capem 
Bangkalan tidak sesuai dengan objek yang sudah ditetapkan. 
Hukum Islam mengatur tentang perjanjian atau suatu kesepakatan 
yang mana diperlukan adanya s}ighat atau ucapan yang jelas antara kedua 
belah pihak. Namun perjanjian dalam ranah rukun akad tidak terpenuhi, 
yakni dalam syarat keabsahan pada saat dilakukannya perjanjian pihak 
BMT selaku lembaga keuangan tidak menyesuaikan objek dalam akad dan 
tidak menyesuaikan pengaplikasian akad yang digunakan dalam 
praktiknya.  

































Pihak BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan seharusnya lebih jeli 
dalam menetapkan kontrak karena memang yang seharusnya diperhatikan 
adalah pengaplikasian kontrak yang telah disepakati bersama mitra.Dari 
sini dapat disimpulkan bahwa praktik bay’ bithaman a>jil tidak sah karena 
pengaplikasian akad yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah 
berlaku dan ketidakjelasan akad yang digunakan oleh pihak BMT UGT 
Sidogiri Capem Bangkalan.  
B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 27 Tahun 2002 Terhadap Pembiayaan 
Bay’ bithaman a>jil di BMT  UGT Sidogiri Capem Bangkalan  
Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk 
oleh Mejelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi 
melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah yang 
berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas 
pokok Dewan Syariah Nasional adalah mengkaji, menggali dan 
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari’ah) dalam 
bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di 
lembaga keuangan syari’ah melalui Dewan Pengawas Syari’ah melakukan 
pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah.
2
 
Fatwa DSN MUI mengeluarkan banyak produk yang telah 
ditetapkan berdasarkan Hukum Islam, salah satunya adalah mengenai 
Ija>rah Muntahiya Bi Al-Tamlik. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 
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Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008), 206 

































Indonesia telah menetapkan bahwa Ija>rah Muntahiya Bi Al-Tamlik dalam 
bisnis properti semakin berkembang, sehingga diperlukan kejelasan 
hukumnya dari segi shari>’ah.3seperti BMT UGT Sidogiri Capem 
Bangkalan dalam pembiayaan bay‘ bithaman a>jil yang menggunakan 
Fatwa No 27 tahun 2002 mengenai Ija>rah Muntahiya Bi Al-Tamlik  
(IMBT). 
Fatwa DSN MUI No. 27 Tahun 2002 ini menjelaskan  mengenai 
Ija>rah Muntahiya Bi Al-Tamlik. Ija>rah Muntahiya Bi Al-Tamlik 
merupakan akad atau perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi 
pemidahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah 
masa sewa tersebut telah selesai. Pada opsi pemindahan hak milik tesebut 
terdapat dua opsi yaitu dengan cara hibah atau beli. Objek dari Ija>rah 
Muntahiya bit Al-Tamlik adalah berupa barang atau manfaat dari 
penggunaan barang yang dilaksanakan dalam akad, dimana nasabah akan 
membayar upah atas barang tersebut secara tunai atau diangsur. Maka 
Ija>rah Muntahiya bit Al-Tamlik oleh fatwa DSN MUI diperbolehkan 
dengan syarat adanya perjanjian yang telah disepakati secara bersama 
antara para pihak. 
Pembiayaan bay‘ bithaman a>jil di terapkan dalam produk 
pembiayaan di Ija>rah Muntahiya Bi Al-Tamlik  Sidogiri Cabang 
Pembantu Bangkalan dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI No 27 
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Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, National Sharia Board – Indonesian Council 
of Ulama ( Jakarta : Fatwa DSN MUI, 2014) 1. 

































Tahun 2002. Dalam praktik bay‘ bithaman a>jil  di Ija>rah Muntahiya Bi 
Al-Tamlik  Sidogiri ini diterapkan dengan nasabah yang ingin melakukan 
pembiayaan atau menginginkan sesuatu yang diinginkan seperti laptop, 
kulkas dan lain-lain. BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan dengan 
nasabah melakukan kesepakatan mengenai jangka waktu dan uang sewa 
setiap bulannya kepada nasabah.  
Seperti yang dialami oleh nasabah yang bernama Ali ridho,  
‚Dan ketika laptop itu sudah di dapatkan dan sesuai dengan 
spesifikasi yang diinginkan saya membeli laptop tersebut, lalu 
saya membayar uang sewa atas barang yang saya beli kepada 
pihak BMT UGT Sidogiri dengan cara diangsur dengan 
kesepakatan yang telah disetujui pada sebelumnya.‛4 
Dari wawancara dengan nasabah yang bernama Ali Ridho sudah 
jelas dan dapat digambarkan pengaplikasian bay‘ bithaman a>jil. 
Pembiayaan bay‘ biithaman a>jil yang diterapkan terjadi jual beli terlebih 
dahulu dengan diikuti pembayaran sewa atas barang yang sudah dibeli 
tersebut dari pihak BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan kepada 
nasabah. Di dalam Fatwa DSN MUI No 27 Tahun 2002 yang menjadi 
acuan BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan dalam produk pembiayaan 
bay‘ bithaman a>jil dijelaskan bahwasanya pemindahan kepemilikan 
tersebut terjadi apabila telah selesai masa sewa yang telah dilakukan oleh 
nasabah, namun dalam praktiknya pemindahan kepemilikan terjadi secara 
bersamaan dengan sewa selain itu objek juga tidak sesuai dengan prosedur 
yang sudah ditetapkan.  
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Dari sini dapat diketahui bahwa pengaplikasian akad yang 
diterapkan  tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan 
tidak sesuai Fatwa DSN No 27 Tahun 2002 yang seharusnya pemindahan 
kepemilikan tersebut berpindah kepada nasabah setelah masa sewa 
tersebut telah selesai.  
 
 






































A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Praktik pembiayaan bay‘  bithaman a>jil di BMT UGT Sidogiri 
Capem Bangkalan diterapkan menggunakan Fatwa DSN MUI No 27 
Tahun 2002 mengenai Ija>rah Muntahiya Bit Tamlik. Dalam praktik 
pembiayaan bay‘ bithaman a>jil objek yang menjadi rukun sebuah 
transaksi tidak sesuai dengan prosedur yang di sudah ditetapkan oleh 
pihak BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan. Dalam praktik nasabah 
yang akan melakukan sebuah transaksi utang piutang di BMT UGT 
Sidogiri Capem Bangkalan diberikan pembiayaan bay‘ bithaman a>jil, 
hal tersebut tidak sesuai dengan pengaplikasian akad yang 
diperjanjikan kedua belah. 
2. Berdasarkan Analisis Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan di 
BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan di atas tidak sah karena tidak 
terpenuhi syarat dan rukun pada objek pembiayaan bay‘ bithaman 
a>jil. Jika dianalisis berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 27 Tahun 2002  
yang menjadi acuan BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan tidak 
sesuai dengan praktik pembiayaan bay‘ bithaman a>jil di BMT UGT 
Sidogiri Capem Bangkalan.  
 


































Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut saran yang dapat 
diberikan bagi pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan :  
1. Sebaiknya BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan dalam 
penerapan pembiayaan bay‘ bithaman a>jil menggunakan Fatwa DSN 
MUI No. 4 tahun 2000 agar lebih memudahkan dalam 
pengaplikasiannya.  
2. Sebaiknya pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Bangkalan 
memberikan arahan dan edukasi kepada nasabah yang belum 
memahami akad-akad yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri 
Cabang Pembantu Bangkalan sebelum bertransaksi agar nantinya ada 
kejelasan perjanjian (akad) antara kedua belah pihak dan tidak 
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